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ROCCIPI

R: Rule: Peraturan

O: Opportunity:
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C: Capacity: Kemampuan

C: Communication:
Komunikasi

| : Interest: Kepentingan

P: Process: Proses

| : Ideology: Ideologi



Model Analisa Peraturan PUU (MAPP)
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Dimensi Pancasila

Variabel J Variabel
Persatuan Q’ Ketuhanan
Variabel f
Kerakyatan
Variabel Variabel
Keadilan r Kemanusiaan




V_ariabel Ketuhanan

Adakah ketentuan yang
menegasikan pengakuan
terhadap keberadaan pemeluk
agama dan kepercayaan

Adakah ketentuan yang
mengakibatkan adanya
pemaksaan terhadap agama atau
kepercayaan tertentu.

Adakah ketentuan yang
menegasikan penghormatan bagi
kepentingan masing- masing
pemeluk agama dan penganut

kepercayaan dalam
melaksanakan ajarannya.
Adakah ketentuan  yang

menyebakan perpecahan
terhadap agama dan kepercayaan
yang berbeda-beda

Adakah ketentuan yang dapat
menimbulkan intoleransi
kehidupan beragama



Variabel Kemanusiaan

Adakah ketentuan yang menegasikan
persamaan derajat, hak dan kewajiban
sesama warga Negara.

Adakah ketentuan yang dapat
menyebabkan tidak terjaminnya
perlindungan masyarakat.

Adakah ketentuan yang menegasikan
perlindungan penegakan, pemenuhan,
dan pemajuan HAM.

Adakah ketentuan yang menegasikan
sikap tenggang rasa.

Adakah ketentuan yang menegasikan
saling menghormati dan kerjasama
dengan bangsa lain.

Adakah ketentuan yang menegasikan
rasa kemanusiaan dan budi pekerti.
Adakah ketentuan yang menghambat
perlindungan setiap orang dalam
memperjuangkan kebenaran dan
keadilan demi martabat kemanusiaan.

Adakah ketentuan yang melarang
kemerdekaan berserikat berkumpul



V_ariabel Persatuan

Adakah ketentuan yang mengesampingkan
persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa
dan Negara dari kepentingan pribadi dan
golongan.

Adakah ketentuan yang menyebabkan tidak

terbatasnya keikutsertaan pihak asing.
Adakah ketentuan yang menegasikan rasa

cinta tanah air dan bangsa.

Adakah ketentuan yang menegasikan
semangat memelihara ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan social.

Adakah ketentuan yang berpotensi
menghilangkan penghormatan terhadap
keragaman penduduk, agama, suku dan
golongan, kondisi khusus daerah serta
budaya nasional,

Adakah ketentuan yang menegasikan
pengakuan dan perlindungan nilai-nilai
budaya lokal (kearifan lokal),

Adakah ketentuan yang tidak menjamin
keterlibatan masyarakat hukum adat.

Adakah ketentuan yang menegasikan prinsip
NKRI

Adakah ketentuan yang mengandung resiko
yang membahayakan kepentingan seluruh
wilayah Indonesia



Variabel Kerakyatan

Adakah ketentuan yang menegasikan
keseimbangan antara hak dan kewajiban

Adakah ketentuan yang menyebabkan tidak
terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak

dalam pembentukan kebijakan
Adakah ketentuan yang mengesampingkan

keutamaan musyawarah dalam mengambil
keputusan yang menyangkut kepentingan
bersama

Adakah ketentuan yang berpotensi terabaikannya
tangung jawab atas keputusan hasil musyawarah.
Adakah ketentuan yang mengandung nilai

penaabaian tanggung jawab tugas dan jabatan
Adakah ketentuan yang mengabaikan

penghormatan terhadap aspirasi rakyat dalam
politik

Adakah ketentuan yang mengabaikan
penghormatan terhadap perbedaan pandangan
dan kehendak orang lain.

Adakah ketentuan yang menyebabkan tidak
terjaminnya akses informasi publik dalam proses
pengambilan keputusan.

Adakah ketentuan yang menegasikan musyawarah
untuk mencapai mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan

Adakah ketentuan yang mengabaikan hak
masyarakat untuk berpatisipasi

Adakah ketentuan yang menyebabkan tidak
terjaminnya pemberian peluang kepada
masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap
pengambilan keputusan.

Adakah ketentuan yang menyebabkan tidak
terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan
kolaboratif.



V_ariabel Keadilan

Adakah ketentuan yang menyebabkan Adakah ketentuan yang menimbulkan
terabaikannya prinsip kehati-hatian hilangnya rasa aman dan nyaman bagi
Adakah ketentuan yang menyebabkan warga masyarakat secara umum.

tidak terjaminnya peluang yang sama bagi Adakah ketentuan yang menegasikan
setiap warga negara untuk mendapatkan sikap dan perilaku yang merugikan orang
akses pemanfaatan sumber daya. lain

Adakah ketentuan yang menyebabkan Adakah ketentuan yang menegasikan
tidak terjaminnya pengutamaan tumbuhya kemandirian bangsa.
kepemilikan dan peranan nasional. Adakah ketentuan yang menghambat
Adakah ketentuan yang mengakibatkan peningkatan kesejahteraan bangsa.

rusaknya ketertiban umum
Adakah ketentuan yang menyebabkan

tidak terjaminnya keberlanjutan generasi
kini dan yang akan datang.



Aksi Curanmor di Mall Terekam Kamera
CC TV




Pasal 4

Fasilitas parkir terdiri atas:
a. di luar ruang milik jalan; dan

b. di ruang milik jalan.

Pasal 5
BANDINGKAN DENGAN

(1) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat J=I=NIeY S aB[=I\NE
dikelola oleh:

a. Pemerintah Daerah sebagai penyusun regulator; dan Bagian Ketiga
b. Badan Usaha sebagai penyelenggara. Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan
Pasal 11 s.d. Pasal 17

Pasal 28

(1) Setiap penyelenggara parkir umum di luar ruang milik jalan
wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang
menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.

Pasal 49

(1) Ganti kerugian kendaraaan yang hilang atau rusak pada saat
parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, di luar ruang
milik jalan menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir
melalui asuransi.



Variabel:
KEADILAN
Indikator:

- ketentuan yang menyebabkan terabaikannya prinsip kehati-hatian

Variabel:
KEMANUSIAAN
Indikator:

- ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat



DIMENSI
KETEPATAN JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa
peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki
peraturan perundang-undangan (sejauh mana ketaatan peraturan
perundang-undangan pada asas hirarki dan asas hukum lain).
Bahwa materi muatan yang terdapat di dalam masing-masing jenis
peraturan perundang-undangan seharusnya dapat dibedakan.



PANCASILA

UUD NRI 1945

v

TAP MPR

-

v

SKEMA HIERARKI

n

UNDANG-UNDANG/PERPU

PUU

PP, PERPRES, PERMEN, PUU
LAINNYA DITINGKAT PUSAT

—

PERDA PROVINSI, PERDA

KAB/KOTA



uu

Mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun

1945, yang diamananatkan

Diamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas
materinya (ada 39 ketentuan)
Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal

secara tegas oleh UUD 1945 Pasal 33 dan Pasal 34).

Mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun
1945, yang tidak
diamanatkan secara tegas
oleh UUD 1945

Perintah Undang-Undang
untuk diatur dengan
Undang-Undang

Tindak lanjut Putusan MK

Pengesahan Perjanjian
Internasional tertentu yang
perlu diatur dengan UU

Terkait pelaksanaan HAM dan pembatasan HAM

Terkait Pembatasan hak dan kewajiban warga Negara

Terkait Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan Negara serta pembagian
kekuasaan Negara

Terkait Wilayah Negara dan pembagian daerah

Terkait Keuangan Negara

Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara
Diperintahkan secara tegas oleh UU lain

- Pengaturan akibat putusan MK

- Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK

Terkait masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
Terkait perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik
Indonesia;

Terkait kedaulatan atau hak berdaulat negara;

Terkait hak asasi manusia dan lingkungan hidup;

Terkait pembentukan kaidah hukum baru;

Terkait niniaman dan/atau hibah luar neaeri.



DEIETHIETRIE] Adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah
memaksa Adanya kekosongan UU/ belum ada UU yang mengatur
Mengatasi kekosongan UU dengan proses pembentukan UU secara
normal/biasa (yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan,

pengesahan dan pengundangan) tidak dapat dilakukan , karena kondisi yang
mendesak membutuhkan kepastian dan penyelesaian dengan cepat

Materi muatan Materi muatan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi
Materi yang diatur dalam perpu harus termasuk dalam kewenangan presiden,

tidak boleh di luar kewenangan presiden

Materi yang diatur adalah materi yang harus diatur dengan UU, bukan materi
yang sejatinya untuk melaksanakan UU



Perpres

Permen

Tindak lanjut Putusan MA
Melaksanakan lebih lanjut
perintah Undang-Undang
Melaksanakan lebih lanjut
perintah Peraturan
Pemerintah

Untuk melaksanakan
penyelenggaraan
kekuasaan pemerintahan
Tindak lanjut PutusanMA
Delegasi

Atribusi

Tidak diperintahkan secara tegas, namun diperlukan untuk melaksanakan
ketentuan UU

Materi muatan PP sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA
Diperintahkan secara tegas (delegasian)

Diperintahkan secara tegas (delegasian)

Tidak ada perintah dari PUU yang lebih tinggi

Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MA

Permen yang didelegasikan oleh UU, materi muatannya hanya terbatas untuk
yang bersifat teknis administratif (petunjuk No. 211 Lampiran Il UU 12/2011)
Tidak bertentangan dengan PUU di atasnya

Mengatur struktur organisasi

Mengatur standar kerja

Mengatur metode kerja



WICLIEELUL LITLUUE KTl .

Perda

Fenvelenggaraan otonomi daerah
|kewenangan atributif];

Materi muatan bukan merupakan delegasian
dari peraturan di atasnva;

Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18
ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;

Materi muatan tidak melampaui batas
kewenangan Pemda,;

Tidak mengatur urusan pemerintahan absolut
[perhatikan pembagian urusan pemerintahan
dalam UU Neo. 23 Tahun 2014);

Arah /tujuan pembentukan tidak bertentangan
dengan perafuran perundang-undangan di
atasnyva.

Penyelenggaraan tugas pembantuan
|kewenangan delegatif);

Materi muatan merupakan delegasian dari
peraturan di atasnya,

Dasar hukum pembentukan adalah peraturan
vang memerintahkan secara langsung;

Tidak melampaui batas kewenangan Pemda;
Materi muatan yang diatur sesuai dengan vang
didelegasikan peraturan di atasnyva.

Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan
Perundangan-Undangan vang lebih tinggi
[kewenangan delegatif);

Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut
peraturan di atasnva vang membutuhkan
muatan lokal daerah;

Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18
avat (6) UUD NEI Tahun 1945 dan/atau UU
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;




NO.

VARIABEL

INDIKATOR

- Tidak melampeaui bates kewenangan Pemda

[perhatiken pembagian urusan pemerintahan
dalem UU No. 23 Tahun 2014).

Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan
Menteri.

Materi muatan sesual dengan hasil keputusan
uji materi MA.

Jangkauan wilayah pengaturan.

Perda Provinsi:

- Urusan Pemerintehan yang lokasinya lintas
daerah kabupaten/kota;

- Urusan Pemerintehan yang penggunanya
lintas daerah kabupaten /hkota;

- Urusan Pemerintehan yang manfaat atau
dampak negatifnya lintas daesrah
kabupaten/kota; dan /ataw;

- Urusan Pemerintehan yang penggunaan
sumber dayanye lebih efizsien apabila
dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Perda Kab/Kota:

- Urusan Pemerintehan yang lokasinya dalem
daerah kabupaten/kota;

- Urusan Pemerintehan yang penggunanya
dalam daerah kabupaten/hkota;

- Urusan Pemerintehan yang manfast atau
dampak negatifnya hanya dalam daersh
kabupaten/kota; dan /ataw;

- Urusan Pemerintehan yang penggunaan
sumber dayanye lebih efisien apabila
dilakukan oleh daerah kabupaten/kata.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2006
TENTANG
SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM



PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WY

?/Q

BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENERTIBAN KEGIATAN
PADA BULAN RAMADHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,



Dimensi Disharmoni Pengaturan

@ Kewenangan

Penegakan
Hukum @ Hak

Perlindungan (& Kewajiban



Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)

atau lebih PUU yang berbeda hierarki, atau yang sederajat,

atau di dalam satu aturan, tetapi memberikan pengaturan

Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan dan Penegakan
Hukum yang berbeda



TEMPO XQ Menu Harian Mingguan Tempo Plus

([ Arsip

ATSIp

Awas Parkir Sembarangan di Jakarta, Bisa Kena Derek dan
Denda 500 Ribu per Hari

Dishub Provinsi DKI Jakarta melakukan penindakan terhadap kendaraan yang parkir
sembarangan. Berikut sanksi yang dikenakan bagi pelanggar.

31 Januari 2023 | 07.15 WIB




UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ

29. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan
vang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan
pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan,
mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran Lalu Lintas.

30. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk
beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Perda DKI No 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran
12. Kendaraan tidak bermotor adalah sctiap Kendaraan yang
digerakkan oleh tenaga manusia atau sepeda.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak
untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan
pengemudinya.



WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG
KEPARIWISATAAN

Pasal 9

(1) Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

(2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan  provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 avat (1) diatur dengan

Peraturan Daerah provinsi.

(3L ReifGana induk pembangunan kepariwisataan kab?peﬁ'em‘kata
( sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan ,

= Peraturgn Daerah kabupaten/kota. -



UU Cipta Kerja

Perda Lampung
UMKM

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 12

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

a. menyederhanakan tata cara dan jenis
Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan
terpadu satu pintu; dan

b. membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi
Usaha Mikro dan memberikan keringanan
biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan
tata cara Perizinan Berusaha diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 16
Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf ¢
ditujukan untuk:

a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem
pelayanan terpadu satu pintu; dan

b. membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan
keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin
usaha diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.



Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai
dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan,
dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah,
teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan
perundang-undangan



TIDAK
AMBIGU/
MULTI
TAFSIR

TIDAK
SUBIJEKTIF

Penulisan &
Konsistensi
Istilah

DIPAHAMI




UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SPPA

(1)

-

~~~
-

Pasal 60

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan
kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau
pendamping untuk mengemukakan hal yang
balam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan
oleh Hakim untuk menvampaikan pendapat tentang

—

Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian
kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan
sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan
batal demi hukum.

~ o~
~

--" Pasal 60

perkarayang bersangkutan. __________-----"""" Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Perda Lampung
UMKM

Pasal 6

Pemerintah Provinsi Lampung menjalankan tugas dan fungsinya memberikan
pembinaan dan bimbingan teknis, baik diminta maupun tidak diminta oleh
UMKM guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan iklim usaha yang
kondusif.

Dalam menciptakan dan mengembangkan iklim wusaha yang kondusif

Pemerintah Provinsi Lampung memberi kesempatan berusaha seluas-luasnya
kepada UMKM.

Kesempatan berusaha dapat berupa peningkatan jaringan dan kemitraan
usaha yang saling menguntungkan baik antar UMKM maupun dengan badan
usaha lainnya.

Pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan keusahaan UMEM
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung,

Pemberdayaan UMKM yang dilakukan  Kadinda berkoordinasi dengan
Pemerintah Provinsi Lampung.



(1)

(2)

Perda Lampung
UMKM

Pasal 21

Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi
usaha mikro, kecil dan menengah melalui penerapan ketentuan peraturan

yang meliputi:

a. permodalan,
b. persaingan;
C. prasarana;
d. informasi;

e. kemitraan;
f. perijinan usaha dan;
g. perlindungan.

Usaha mikro, kecil dan menengah yang memasarkan produk usahanya harus
bisa memberikan jaminan kualitas produk.

Pada UU Cipta Kerja menggunakan istilah “Standar Mutu Barang dan Jasa”



(1)

)

Perda Lampung
UMKM

Pasal 22

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan melalui
regulasi kebijakan dalam menciptakan usaha yang kondusif,

Pemerintah Daerah juga wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro,
kecil dan menengah.

Pemantauan evaluasi dan pengendalian sebagaimana pada ayat (2) dilakukan
oleh Dinas serta Dinas Teknis. '



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33,
atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keferangan atau
memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan
atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 {enam ratus juta rupiah).




Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU
yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan dalam Dimensi Pancasila,
PUU juga harus memenuhi Asas-asas hukum khusus sesuai
dengan bidang hukum PUU yang bersangkutan
[Pasal 6 Ayat (2) UU 12/2011]



Contoh:

v"  Asas Retroaktif dan
v'  Asas Legalitas

(Untuk PUU di bidang Hukum
Pidana)

v’ Asas Pelayanan yang Baik
v’ Asas Tidak Menyalahi
Kewenangan

(Untuk PUU di bidang HAN)

v Asas Kelestarian dan
Keberlanjutan
v" Asas Tanggung jawab Negara

(Untuk PUU di bidang
Lingkungan)




7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 10

UU 31 TH 2014 TTG - /rI] Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pel'appr

tidak dapat dituntut secara hukum, baik pldana N

/
PERU BAHAN | maupun perdata atas kesaksian dan/atau ;
UU 13 TH 2006 \\ laporan yang akan, sedang, atau telah

diberikannya, kecuali kesaksian atau lapﬂrajl’

S
TTG PERLINDUNGAN T~< Lgrsebut diberikan tidak dengan JL;tlkad_ban‘L{
SAKS' DAN KORBAN (2] Dalam “hal Terd4p4r Tuiftdtan hul-:um terhadap

Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor
atas kesaksian dan/atau laporan yang akan,
sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum
tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia
laporkan atau ia berikan kesaksian telah
diputus oleh pengadilan dan memperoleh
kekuatan hukum tetap.



Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU

Tujuan diIaEsaePt%Ea an i e

tercapai atau atau ti kehasilgunaan

tidak




VARIABEL PENILAIAN EFEKTIVITAS

Aturan tidak operasional?
Tidak ada SOP

Tidak relevan dengan situasi
saat ini?

Budaya hukum?

Belum ada pengaturan?

Persoalan sumber daya
manusia?

Sarana prasarana tidak
menunjang?

Beban lebih besar dari
manfaat?

Persoalan kelembagaan/tata
organisasi?

Tidak ada akses informasi
bagi masyarakat?
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REGULASI

Aspek operasional tidaknya suatu PUU
Aspek relevansi dengan situasi saat ini
Aspek relevansi dengan Hukum
Internasional

Aspek kekosongan pengaturan

Aspek Penegakan Hukum

Aspek Pengawasan

NON REGULASI

Aspek Koordinasi /Tata Organisasi
Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek Sarana dan Prasarana

Aspek Budaya Hukum Masyarakat
Akses Informasi Masyarakat

Aspek Partisipasi Masyarakat

Aspek Standar Operasional Prosedur
Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan
Aspek Pelayanan dan Batasan Waktu
Aspek Public Complain



LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG
TAHUN : 2010 NOMOR : 11

Elhlll RIPI | WIBANA MIIIY

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2010
TENTANG
PELARANGAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,



Pasal 7
(1) Setiap tempat penjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2), wajib memasang stiker, pamflet atau spanduk yang bertuliskan larangan/haram dan

merusak

(2) Pemasangan stiker, pamflet atau spanduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan
oleh badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha minuman beralkohol dengan tujuan

pengendalian.



Terima
Kasih!
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